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Penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana kepemilikan senjata api 

ilegal, studi Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN RBI. Permasalahan utama yang 

diangkat adalah tidak sesuainya fakta hukum yang terungkap dengan putusan 

yang dijatuhkan di Pengadilan. Fakta hukum yang terjadi memenuhi unsur Pasal 1 

Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 yaitu tentang senjata api 

ilegal. Sedangkan Pasal yang dijadikan dasar pemidanaan adalah Pasal 2 Ayat (1) 

Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 tentang senjata tajam. Tujuan 

penelitian ini yaitu untuk menganalisis bagaimana kesalahan penggunaan Pasal 

dalam Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN RBI. Bagaimana Pertimbangan hakim 

dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang dihukum berdasarkan putusan 

Nomor 39/Pid. Sus/2021/ PN RBI. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan 

pendekatan kasus (Case Approach) yaitu pendekatan yang dilakukan 

menganalisis. Teknik pengumpulan data menggunakan metode pengumpulan 

bahan hukum melalui studi dokumen (Library Reseach). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak diterapkannya Pasal 1 Ayat (1) 

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam Putusan Nomor 

39/Pid.Sus/2021/PN RBI merupakan ketidaktepatan yuridis, karena fakta 

persidangan telah memenuhi unsur kepemilikan senjata api ilegal. Penerapan 

Pasal 2 Ayat (1) menyebabkan ketidaksesuaian antara fakta dan dasar hukum serta 

melemahkan kepastian hukum. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 

39/Pid.Sus/2021/PN RBI melakukan kesalahan penerapan pasal karena 

menggunakan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 

tentang senjata tajam, padahal barang bukti yang dimiliki terdakwa adalah senjata 

api rakitan yang seharusnya dijerat dengan Pasal 1 Ayat (1). Pertimbangan hakim 

ini didasarkan pada alasan kemanusiaan untuk memberikan hukuman lebih ringan, 

namun dinilai tidak tepat secara yuridis karena mengabaikan asas legalitas dan 

kepastian hukum. Akibatnya, tujuan pemidanaan tidak tercapai dan keadilan 

substantif menjadi terganggu. 

Hakim perlu menerapkan pasal yang tepat berdasarkan fakta persidangan 

dan tidak menggunakan alasan subjektif, serta berpedoman pada yurisprudensi 

Mahkamah Agung agar putusan tetap konsisten dan penegakan hukum senjata api 

ilegal berjalan efektif. 

 

Kata kunci: Penjatuhan hukuman, kepemilikan senjata api illegal, kesalahan 

penerapan pasal, pertimbangan hakim, kepastian hukum dan 

keadilan 
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SUMMARY 

 

Dinda Humaira Legal Analysis of Sentencing for Illegal Firearm 

210510060  Possession (Study of Decision 39/Pid.Sus/2021/PN RBI)  

 

 (Dr. Muhammad Hatta. S. H., LL .M and Sumiadi, S.H., M. Hum) 

 

Sentencing for the crime of illegal firearms possession, a study of Decision 

Number 39/Pid.Sus/2021/PN RBI. The main issue raised is the discrepancy 

between the revealed legal facts and the decision handed down in court. The legal 

facts that occurred fulfill the elements of Article 1 Paragraph (1) of Emergency 

Law No. 12 of 1951 concerning illegal firearms. Meanwhile, the article used as 

the basis for the sentencing is Article 2 Paragraph (1) of Emergency Law No. 12 

of 1951 concerning sharp weapons. The purpose of this study is to analyze the 

misuse of the Article in Decision Number 39/Pid.Sus/2021/PN RBI. What are the 

judge's considerations in sentencing the defendant convicted based on Decision 

Number 39/Pid.Sus/2021/PN RBI. 

This study uses a normative juridical research type with a case approach 

(Case Approach), namely an analytical approach. The data collection technique 

uses a legal material collection method through document study (Library 

Research). 

The results of the study indicate that the failure to apply Article 1 

Paragraph (1) of Emergency Law Number 12 of 1951 in Decision Number 

39/Pid.Sus/2021/PN RBI constitutes a legal inaccuracy, because the trial facts 

have fulfilled the elements of illegal firearms possession. The application of 

Article 2 Paragraph (1) causes a discrepancy between the facts and the legal 

basis and weakens legal certainty. The judge's consideration in Decision Number 

39/Pid.Sus/2021/PN RBI made an error in applying the article because it used 

Article 2 Paragraph (1) of Emergency Law Number 12 of 1951 concerning sharp 

weapons, even though the evidence owned by the defendant was a homemade 

firearm which should be charged with Article 1 Paragraph (1). The judge's 

consideration was based on humanitarian reasons to provide a lighter 

sentence,but was deemed legally inappropriate because it ignored the principles 

of legality and legal certainty. As a result, the purpose of punishment was not 

achieved and substantive justice was disrupted. 

Judges must apply the appropriate articles based on the facts of the trial, 

avoiding subjective reasoning, and adhere to Supreme Court jurisprudence to 

ensure consistent decisions and effective enforcement of illegal firearms laws. 
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